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ABSTRAK 

Merujuk pada pada A Report to the Nations (RTTN) 2024 oleh Associate 

of Certified Fraud Examiners yang merupakan hasil dari investigasi 

kecurangan di seluruh dunia pada Januari 2022 - September 2023 

mengungkapkan terdapat peningkatan untuk fraud pada laporan 

keuangan antara tahun 2022-2024 yakni dengan peningkatan sebesar 

29%. Berdasarkan Survei Fraud Indonesia disampaikan bahwa 

pemerintah merupakan sektor paling dirugikan akibat Fraud. 

Adapun penyebab terjadinya kecurangan termasuk kecurangan atas 

laporan keuangan kita cegah dengan mengetahui penyebab 

seseorang melakukan kecurangan atau kita kenal dengan fraud 

theory yang mana terus mengalami perkembangan hingga 

perkembangan theory terakhir dikenal dengan fraud hexagon theory. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari fraud 

hexagon theory dalam mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 

fraudulent financial statement khususnya pada Kementerian 

Negara/Lembaga di Indonesia selaku bagian dari Pemerintahan 

Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditambahkan peran 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam memoderasi fraud 

hexagon theory terhadap fraudulent financial statement. 

Adapun data yang diidentifikasi merupakan data sekunder yang 

dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan uji 

statistik. Dalam penentuan sampel penelitian digunakan pula teknik 

purposive sampling untuk mengidentifikasi sampel yang ada 

sehingga penelitian ini melibatkan 106 data sampel. Hasil dari 

analisis secara kuantitatif, penelitian ini dapat menyimpulkan 

bahwasannnya Pressure dan Collusion sebagai komponen dari Fraud 

Hexagon Theory dapat mempengaruhi terjadinya Fraudulent Financial 

Statement. Namun, berdasarkan pengujian statistik terhadap 

Capability, Opportunity, Rationalization, Arrogance tidak mampu 

mempengaruhi Fraudulent Financial Statement. Selain itu, Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah juga tidak dapat memoderasi Fraud 

Hexagon Theory dalam mempengaruhi Fraudulent Financial Statement 

pada Kementerian Negara/Lembaga. 
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ABSTRACT 

A Report to the Nations (RTTN) 2024 by the Associate of Certified Fraud 

Examiners which is the result of fraud investigations around the world in 

January 2022 - September 2023 revealed an increase in fraud in financial 

statements between 2022-2024, with an increase of 29%. Based on the 

Indonesian Fraud Survey, it is stated that the government is the most 

disadvantaged sector due to fraud. As for the causes of fraud, including 

fraud on financial statements, we prevent it by knowing the causes of 

someone committing fraud or we are familiar with fraud theory, which 

continues to experience developments until the latest theory development is 

known as the fraud hexagon theory. This study aims to identify the effect of 

fraud hexagon theory in understanding the factors that cause fraudulent 

financial statements, especially in the Ministry of State / Institutions in 

Indonesia as part of the Indonesian Government. In addition, this study also 

added the role of the Government's Internal Control System in moderating 

the fraud hexagon theory on fraudulent financial statements. 

The data identified is secondary data analyzed using quantitative methods 

by conducting statistical tests. In determining the research sample, 

purposive sampling technique was also used to identify existing samples so 

that this study involved 106 sample data. As a result of quantitative 

analysis, this study can conclude that Pressure and Collusion as 

components of the Fraud Hexagon Theory can affect the occurrence of 

Fraudulent Financial Statements. However, based on statistical testing of 

Capability, Opportunity, Rationalisation, and Arrogance are unable to 

influence Fraudulent Financial Statements. In addition, the Government's 

Internal Control System also cannot moderate the Fraud Hexagon Theory 

in influencing the Fraudulent Financial Statement at the Ministry of State 

/ Institution. 

 

Keywords :  Fraud Hexagon Theory, Fraudulent Financial Statement, 

Government Internal Control System 

 

 

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan bagian penting dari suatu entitas. Laporan keuangan 

menjadi sarana bagi suatu entitas untuk dapat menampilkan kualitas dari kondisi keuangannya 

serta sebagai bentuk komunikasi terkait data keuangan serta aktivitas operasional dari entitas 

yang mana menjadi pertanggungjawaban kepada berbagai macam aliran kredit dan investasi 

yang masuk bagi kepada suatu entitas (Zahara, 2020). Laporan keuangan juga sering kali menjadi 

cerminan bagi publik untuk dapat menilai kinerja dari suatu entitas. Berangkat dari hal ini 
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banyak upaya yang dilakukan oleh instansi untuk dapat memperlihatkan bahwasannya instansi 

memiliki kinerja yang baik salah satunya dengan melakukan kecurangan atas laporan 

keuangannya. Kecurangan atau fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dengan 

sadar sengaja dilakukan guna mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) juga pada A Report to the Nations (RTTN) 2024 yang 

merupakan hasil dari investigasi kecurangan di seluruh dunia pada Januari 2022 - September 

2023 mengungkapkan terdapat peningkatan untuk fraud pada laporan keuangan antara tahun 

2022-2024 yakni dengan peningkatan sebesar 29%.  

Gambar 1 Total Kerugian 3 Kategori Utama Fraud tahun 2022-2024 

 

Sumber : Report to the Nations 2024 (ACFE, 2024) 

(ACFE, 2018) pada survei ACFE Indonesia Sector 2019 juga didapati informasi bahwa 

Lembaga yang paling dirugikan akibat terjadinya fraud yakni adalah pemerintah sebesar 48,5%. 

Gambar 2 Organisasi/Lembaga yang Paling dirugikan Akibat Fraud 

 

Sumber: Survei Fraud Indonesia (ACFE Indonesia Chapter, 2019) 

Organisasi pemerintahan dikenal sebagai organisasi dengan karakteristik komitmen akan 

pembelanjaan terhadap anggaran sebagai bentuk tolak ukur terealisasinya suatu program kerja, 

pengambilang keputusan yang dilakukan dengan sistem sentralisasi, bahkan ekspektasi akan 

pencapaian outcome yang berlebihan membuat fraud termasuk juga fraud atas laporan keuangan 

menjadi lebih mudah terjadi pada organisasi pemerintahan (Cipta, 2021). 

Masih maraknya kasus fraud atas laporan membuktikan bahwa masih terus 

dibutuhkannya upaya dalam mengatasi fraud (kecurangan). Fraudulent financial statement dapat 

terjadi pastinya disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Teori yang mempelajari terkait 
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faktor-faktor seseorang melakukan fraud diperkenalkan pertama kali oleh (Cressey, 1953) yang 

dikenal dengan istilah Fraud Triangle Theory dengan tiga determinan yang menjadi faktor 

penyebab dari terjadinya fraud diantaranya Pressure (tekanan), Opportunity (kesempatan), dan 

Rationalization (rasionalisasi). Teori-Teori berkaitan dengan penyebab terjadinya fraud juga 

mengalami perkembangan seiring dengan semakin beragamnya alasan seseorang melakukan 

kecurangan. Penelitian terakhir mengenai faktor penyebab dari terjadinya fraud diperkenalkan 

oleh Georgios L. Vousinas (2019) yang dikenal sebagai Fraud Hexagon Theory dengan enam 

determinan yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya fraud yakni pressure (tekanan), 

capability (kemampuan), opportunity (kesempatan), rationalization (rasionalisasi), arrogance (ego), 

dan collusion (kolusi). 

Penelitian ini kali ini akan membahas terkait pengungkapan kecurangan (fraud) khusunya 

fraudulent financial statement yang menggunakan pendekatan fraud hexagon theory sebagai 

penyebab dari seseorang melakukan fraudulent financial statement. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Fraud bukanlah hal baru dan asing lagi saat ini. (ACFE, 2024) mengklasifikasikana fraud 

ke dalam 3 kategori utama, diantaranya yakni: Aset Misapproporation, Corruption, Fraudulent dan 

Financial Statement. Berdasarkan pengklasifikasian ACFE pada Report to the Nations 2024 didapati 

bahwa terdapat dua atau lebih kasus sejenis yang tumpang tindih dengan jenis fraud lainnya. 

Namun menariknya hanya 1% kasus yang terlibat dalam kasus fraudulent financial statement yang 

mana menandakan bahwa jika seseorang didapati melakukan fraud atas laporan keuangan, 

kemungkinan besar juga melakukan penipuan jenis lainnya. Satu-satunya yang menjadi 

konsisten dalam fraud adalah perubahan karena merupakan suatu proses yang dinamis serta 

berlapis-lapis sementara pelaku fraud selalu menemukan metode baru untuk melakukan fraud 

beserta upaya untuk menutupinya (Vousinas, 2019). Fraud memiliki grafik yang akan selalu naik 

yang mana akan selalu menjadi ancaman bagi suatu enititas. Oleh karenanya, untuk mencegah 

atau mengurangi kemungkinan terjadinya fraud pada suatu entitas, dibutuhkan untuk memiliki 

pencegahan dan pengendalian dari kemungkinan fraud yang akan terjadi.  

Untuk mengungkapkan alasan-alasan dan faktor yang memotivasi seseorang melakukan 

sebuah fraud, maka sebuah entitas perlu untuk terus mencari tahu dan menganalisis hal yang 

mendorong seseorang melakukan fraud (Putri S. Y., 2021). Teori terkait fraud pertama kali 

berkembang dan diperkenalkan pada tahun 1953 oleh Donal R. Cressey yang menjelaskan bahwa 

terdapat tiga motivasi utama seseorang melakukan fraud, adapun ketiga motivasi utama ini di 

kenal dengan istilah Fraud Triangle. Teori-Teori itu terus berkembang mengikuti perkembangan 

zaman hingga teori terakhir dikenal dengan istilah Hexagon Theory. Adapun penelitian ini 

menggunakan fraud hexagon theory sebagai variabel bebas untuk mengukur pengaruh fradulent 

financial statement dan melihat peranan sistem penendalian intern pemerintah dengan hipotesis 

sebagai berikut:  

Pressure (tekanan) merupakan kondisi dan pemicu awal dimana seseorang berpotensi 

untuk melakukan kecurangan. Adanya pengendalian Intern dan tekanan eksternal yang berat 

dapat menjadi penyebab seorang pegawai/pejabat melakukan tindakan kecurangan (fraud) 
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(Wolfe D. T., 2004). Pada Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia, salah satu indikator 

penilaian atas pencapaian kinerja ditunjukkan dengan persentase penyerapan dana anggaran. 

Semakin tinggi anggaran yang terserap menanadakan bahwa suatu kementerian negara/lembaga 

memiliki kinerja yang cukup baik (Sukmadilaga, 2022). Hal ini juga lah yang menyebabkan suatu 

entitas menilai bahwa penyerapan anggaran sebagai target keuangan yang tinggi sebagai prestasi 

tanpa mempertimbangkan kembali dari segi efektif dan efisien (Izzati, 2023).  

H.1 : Semakin tinggi pressure maka semakin besar kemungkinan terjadinya fraudulent financial 

statement pada Kementerian Negara/Lembaga. 

(Wolfe D. T., 2004) menjelaskan bahwa sebuah kecerdasan, posisi, paksaan, yang 

didukung pula dengan ego, tipu daya, dan stres mampu menjadi faktor pendorong dari adanya 

capability. Seorang pemimpin umumnya mempunyai kepribadian yang persuasif sehingga dapat 

melihat peluang dan memaksa seseorang untuk berperan aktif dalam melakukan tindak 

kecurangan (Rudewicz, 2011).  Selain itu, (Wolfe D. T., 2004) juga menyampaikan bahwa adanya 

pergantian pemimpin berkaitan juga dengan adanya kepentingan politik dan pribadi yang 

menimbulkan conflict of interest dan menjadi potensi dari adanya fraudulent financial statement. 

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh (Ulfah, 2017) dan (Bawekes, 2018) 

mendeskripsikan bahwa terjadinya pergantian pemimpin dapat berpengaruh terhadap 

terjadinya fraudulent financial statement 

H.2 : Semakin tinggi capability maka semakin besar kemungkinan terjadinya fraudulent financial 

statement pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Collusion merupakan cara seseorang dalam menciptakan suatu strategi untuk memperoleh 

keuntungan dengan menajak orang lain untuk melakukan tindakan kecurangan (Marks, 2012). 

Kolusi sering kali terjadi pada proses pengadaan. Pada masa reformasi di Indonesia, pengadaan 

atas barang/jasa pada Kementerian Negara/Lembaga pembiayaannya berasal dari APBN. Oleh 

karenanya, dibutuhkan sebuah sistem yang mengawasi pengadaan yang tepat sasaran serta 

bermanfaat, tetapi tetap mengutamakan etika dari persaingan usaha yang transparan serta tidak 

berpihak. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aviantara, 2021) yang pada penelitian 

menggunakan sistem yang mengatur terkait persediaan barang dan jasa (e-procerument) pada 

sebuah pemerintahan untuk mengukur pengaru kolusi terhadap fraudulent financial statement 

H.3 : Semakin tinggi collusion maka semakin besar kemungkinan terjadinya fraudulent financial 

statement pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Opportunity adalah kondisi dimana seseorang memiliki peluang untuk melakukan 

kecurangan karena lemahnya kontrol pada suatu organisasi. Secara umum, peluang didapatkan 

oleh seseorang untuk melakukan kecurangan dikarenakan lemahnya monitoring atau tidak 

efektifnya sistem pengendalian yang ada. Pada penelitian sebelumnya (Aprillia, 2023) dan 

(Sukmadilaga, 2022) dalam penelitiannya mengunakan ketersediaan whistleblowing system dalam 

memproksikan opportunity yang mana menyampaikan bahwa adanya whistleblowing system pada 

suatu entitas berpengaruh terhadap penurunan fraudulent financial statement 
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H.4 : Semakin tinggi oportunity maka semakin besar kemungkinan terjadinya fraudulent financial 

statement pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Rationalization adalah pembenaran nyata untuk penipuan terang-terangan dan kebodohan 

yang menyertainya. Auditor memberikan opini atas instansi yang diaudit berdasarkan 

kesesuaian dengan keadaan yang terjadi pada entitas tersebut (Nugraheni, 2017). Adanya opini 

yang diberikan auditor memungkinkan suatu entitas merasionalisasi atau mengklaim bahwa apa 

yang dilakukan mereka bukanlah kesalahan (Nugraheni, 2017). (Suprapto F. M., 2023) pada 

penelitiannya menyampaikan bahwa adanya opini audit yang menyatakan bebas dari salah saji 

dapat mempengaruhi pelaku merasionalisasikan terjadinya fraud sehingga mampu melakukan 

fraudulent financial statement. 

H.5 : Semakin tinggi rationalization maka semakin besar kemungkinan terjadinya fraudulent 

financial statement pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Arrogance merupakan suatu perilaku yang menggambarkan bahwa seorang pemimpin 

memiliki sikap superior yang serakah atas yang dimiliki, serta beranggapan kurang menyadari 

bahwa aturan yang berlaku pada suatu entitas adalah hal yang wajib untuk di patuhi oleh semua 

kalangan tanpa terkecuali oleh pemimpin entitas tersebut (Nugroho N. I., 2024). Adanya latar 

pendidikan yang tinggi juga di nilai dapat membuat seseorang handal dalam mengolah 

informasi dengan cepat dan mentransformasikannya dalam suatu organisasi. Selain itu, 

pendidikan yang tinggi juga dapat menjembatani seseorang untuk memiliki kecerdasan dan 

keunggulan yang lebih kompetitif sehingga membuat seseorang ini merasa bahwa dirinya 

memiliki status yang tinggi sehingga dapat kebal dari tuntutan hukum (Suprapto F. M., 2023). 

H.6 : Semakin tinggi arrogance maka semakin besar kemungkinan terjadinya fraudulent financial 

statement pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Lemahnya tingkat pengendalian Intern yang mana pada konteks pemerintahan (level 

APIP) mampu menjadi pendorong seseorang untuk menjadikan tidakan kecurangan khususnya 

pada laporan keuangan (Khatwani, 2019). Kementerian negara/lembaga sebagai bagian dari 

struktur pemerintahan yang dalam pengukuran keberhasilan suatu program menjadikan target 

realisasi anggaran sebagai tolak ukurnya. Berdasarkan hal ini terdapat pressure untuk 

menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya pada proposal anggaran. 

Oleh karenanya, diperlukan sistem pengendalian Intern pemerintah melalui APIP untuk 

mengawasi penggunaan anggaran yang ada agar dapat dilaksanakan tetap sesuai dengan 

kebutuhan dan pastinya tepat sasaran bukan hanya untuk penyerapan anggaran saja. 

H.7 : Semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dapat mempengaruhi 

pengaruh pressure terhadap fraudulent financial statement pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Pada penelitiannya (Sukmadilaga, 2022) menyampaikan bahwa kemampuan dari 

seseorang dapat mempengaruhi keinginan dari seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. 

Pada sebuah situasi, pemimpin selaku pemegang kendali tertinggi dalam suatu organisasi dapat 

dengan mudah memiliki akses terhadap aset organisasi sehingga dapat membuka peluang untuk 

melakukan fraud. Adanya pergantian pemimpin dalam suatu organisasi dapat mencerminkan 
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dari adanya keberadaan masalah dari lingkungan Intern organisasi yang buruk yang 

menyebabkan terjadinya fraud. Adapun pada kementerian negara/lembaga sebagai bagian dari 

pemerintahan yang mana memiliki Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) seharusnya 

dapat membatasi ruang gerak dari suatu menteri atau kepala lembaga untuk melakukan 

kecurangan dikarenakan memiliki kapabilitas dan pemahaman yang menyeluruh terkait 

organisasi yang dipimpinnya (Suprapto F. M., 2023). Dalam mengawasi tata kelola Intern 

instansi, kemampuan APIP diwujudkan dalam bentuk level yang diawasi pula oleh BPKP yang 

mana sudah seharusnya terjamin integritasnya.  

H.8 : Semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dapat mempengaruhi 

pengaruh capability terhadap fraudulent financial statement pada Kementerian Negara/Lembaga 

Adanya kolusi menjadi tantangan tersendiri bagi APIP dalam pelaksanaan kewajibannya 

untuk menjamin terselenggaranya tata kelola Kementerian Negara/Lembaga yang kredibel. 

Dalam pengadaan barang dan jasa APIP juga diharapkan dapat mengikuti seluruh tahapan 

dalam penyediaan barang dan jasa mulai dari perencanaa, persiapan, pelaksanaan, dan serah 

terima kegiatan penyediaan barang/jasa sehingga dapat mengindari adanya conflict of interest 

atau bahkan kolusi yang dapat merugikan banyak pihak (Alfianto, 2019). Berdasarkan tujuan 

tersebut, maka APIP harus memiliki kredibilitas yang tinggi untuk menguasai dan memahami 

segala regulasi dibidang penyediaan barang atau jasa pemerintah. 

H.9 : Semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dapat mempengaruhi 

pengaruh collusion terhadap fraudulent financial statement pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Instansi pemerintahan yakni kementerian negara/lembaga dalam upaya penanganan 

kecurangan turut mengadopsi whistleblowing system dalam tata kelola organisasinya. 

Kecurangan yang dilakukan oleh pelapor (whistleblower) akan ditindak lanjuti oleh Inspektorat 

bersama Unit Kepatuhan Intern dan Unit Tertentu yang merupakan bagian dari APIP akan 

mengadministrasikan pengaduan, menganlisis, melakukan pemeriksaan, memberikan 

rekomendasi, dan membuat laporan terkait laporan yang disampaikan selaku Dalam penangan. 

Oleh sebab itu, dibutuhkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki 

kapabilitas yang memadai sehingga APIP sendiri dapat terbantu terkait pendeteksian 

kecurangan yang ada dan pelaku kecurangan tidak mendapatkan peluang untuk dapat 

memanipulasi laporan keuangan yang akan dilaporkan. 

H.10 : Semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dapat mempengaruhi 

pengaruh opportunity terhadap fraudulent financial statement pada Kementerian Negara/Lembaga.  

Adapun laporan keuangan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maka 

pemeriksaan atas pelaporan keuangan dilakukan oleh BPK selaku auditor eksternal pemerintah. 

Hasil dari pemeriksaan oleh BPK nantinya akan memuat mengenai opini audit. Berdasarkan UU 

Nomor 15 Tahun 2004 menyampaikan bahwa opini yang diberikan oleh BPK dipengaruhi juga 

oleh beberapa faktor yakni salah satunya Sistem Pengendalian Intern. Oleh karena itu, 

dibutuhkan peran serta dan kapabilitas APIP yang merupakan pengendali Intern pada 
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kementerian negara/lembaga untuk mengawasi dan memastikan bahwa laporan keuangan yang 

dilaporkan oleh instansi tidak hanya andal dan terbebas dari salah saji saja, tetapi juga APIP ikut 

serta untuk memperhatikan sikap dari pejabat maupun pegawai terkait hasil audit berupa opini 

dari BPK dikarenakan sangat rentan adanya kemampuan dari berbagai pihak untuk 

merasionalisasikan dan menjustifikasi opini tersebut untuk melakukan kecurangan. 

H.11 : Semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dapat mempengaruhi 

pengaruh rationalization terhadap fraudulent financial statement pada Kementerian 

Negara/Lembaga  

Adapun menurut Nazaruddin Malik arogan merupakan kondisi dimana seseorang 

merasa dirinya lebih hebat dibanding dengan yang lainnya. Adapun tingkat pendidikan 

seringkali mempengaruhi seseorang untuk memiliki sifat yang arogan (Suprapto F. M., 2023). 

Berdasarkan hal ini, keberadaan APIP diharapkan dapat mengurangi sikap arogan dari seorang 

pejabat Kementerian Negara/Lembaga dengan cara memperkuat keberadaannya sebagai 

pengawas atau dengan kata lain APIP sebagai pengawas intern memiliki kapabilitas yang cukup 

baik sehingga dapat memperkecil cela kecurangan akibat sikap arogan dari seorang pemimpin. 

Adapun arogansi yang dimiliki oleh seseorang khususnya sebagai pemimpin suatu organisasi 

dapat dimanfaatkan untuk menutupi informasi yang mengarah pada kecurangan-kecurangan 

yang ada termasuk kecurangan atas laporan keuangan. 

H.12 : Semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dapat mempengaruhi 

pengaruh arrogance terhadap fraudulent financial statement pada Kementerian Negara/Lembaga. 

METODE PENELITIAN 

1. Sampel  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni Kementerian Negara/Lembaga Republik 

Indonesia pada periode jabatan 2021 dan 2022. Selanjutnya, Kementerian Negara/Lembaga 

dijadikan sampel dalam penelitian ini dikarenakan sektor pemerintahan merupakan lembaga 

yang paling dirugikan dari terjadinya kecurangan atas laporan keuangan dengan persentase 

sebesar 48,5% (ACFE Indonesia Chapter, 2019). Penelitian ini kemudian mengadopsi teknik 

purposive sampling yakni proses pengambilan sampel berlandaskan karakteristik tertentu (Uma 

Sekaran, 2016). Penggunaan teknik purposive sampling pada penelitian ini dikarenakan tidak 

semua sampel dapat memenuhi kondisi fenomena yang akan diteliti. Sampel penelitian tersebut 

yaitu Kementerian Negara/Lembaga dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Jumlah Kementerian Negara/Lembaga yang ada pada periode jabatan 2021 dan 2022 

2. Jumlah Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian 

selama periode penelitian 
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Tabel 1Purposive Sampling 

Kriteria Sampel Jumlah 

Jumlah Kementerian 

Negara/Lembaga yang lengkap 

ada pada periode jabatan 2021 dan 

2022 

79 

Jumlah Kementerian 

Negara/Lembaga yang tidak 

memiliki data lengkap terkait 

variabel penelitian selama periode 

penelitian 

19 

Jumlah Sampel 60 

Tahun Pengamatan 2 

Total Sampel (60x2) 120 

Data Outlier 14 

Total Sample 106 

(Sumber : Olahan Penulis) 

2. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder 

sendiri adalah data yang berasal dari informasi yang telah ada (Uma Sekaran, 2016). Data 

sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan kementerian negara/lembaga, 

hasil audit BPK RI atas LKKL (laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga), dan laporan 

kinerja BPKP yang kemudian dioperasionalisasikan. Operasionalisasi variabel merupakan 

kegiatan mengubah suatu konsep yang abstrak menjadi hal yang dapat diukur (Sekaran, 2016). 

Adapun pada penelitian ini, variabel dioperasionalisasikan sebagai berikut : 

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Pengukuran 

Skala 

Fraudulent 

financial 

statement 

Kesalahan atas penyajian 

laporan keuangan yang secara 

sengaja dilakukan untuk 

tujuan menyesatkan 

pengguna laporan keuangan 

Leverage Indeks = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Rasio 
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Tekanan 

Keuangan 

Tekanan yang dirasakan oleh 

organisasi yang diukur dari 

kemampuannya untuk 

mencapai target anggaran 

yang telah direncanakan 

sebelumnya 

Tekanan Keuangan =  

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
 

Rasio 

Pergantian 

Pemimpin 

Adanya kapabilitas yang 

dimiliki oleh seseorang untuk 

dapat melihat kesempatan 

yang ada dalam melaksankan 

kecurangan melalui 

pergantian pemimpin 

Pergantian Pemimpin 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nominal 

Ketersediaan 

Whistleblowing 

System 

Adanya upaya untuk 

mengurangi kecurangan atas 

laporan keuangan melalui 

sistem pengaduan yang ada 

dalam organisasi 

Ketersediaan 

Whistleblowing System 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nominal 

Opini Audit Penilaian yang dilakukan oleh 

auditor dalam menilai 

akuntabilitas dan kredibilitas 

laporan keuangan suatu 

organisasi 

Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nominal 

Latar 

Belakang 

Pendidikan 

Pemimpin 

Latar belakang pendidikan 

yang tinggi  yang dimiliki 

oleh seorang pemimpin yang 

kemudian mengakibatkan 

adanya sikap sombong dan 

arogan yang mana dapat 

memicu pikiran untuk dalam 

memanipulasi laporan 

keuangan 

Menteri/Kepala 

Lembaga 

berpendidikan tinggi 

Ya : 1 

Tidak : 0 

Nominal 

Ketersediaan 

E-procurement 

Adanya sistem yang 

disediakan oleh pemerintah 

dalam memenuhi kebutuhan 

pengadaan barang/jasa dalam 

upaya pencegahan 

kecurangan  

Ketersediaan E-

Procurement 

Ya = 1 

Tidak = 0 

Nominal 
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Aparat 

Pengawasan 

Intern 

Pemerintah 

Instansi yang memiliki 

tanggungjawab untuk 

melakukan pengawasan atas 

pengendalian intern dari 

Kementerian 

Negara/Lembaga 

Nilai kapabilitas 

APIP: 

Initial (level 1) 

Infrastructure (level 2) 

Integrated (level 3) 

Managed (level 4) 

Optimizing (level 5) 

Interval 

Sumber : Olahan Penulis (2024) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun analisis data pada penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan 

metode statistik. Dalam penelitian ini, pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi SPSS guna memberikan hasil penelitian yang akurat berdasarkan data penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan suatu kesimpulan terkait hal-hal yang diteliti. Adapun hasil 

penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3 Deskriptif Kuantitatif 

 

(Sumber : Olahan Data Sekunder di SPSS, 2024) 

Diketahui nilai minimum dan maksimum tekanan keuangan adalah -2,53 dan 1,73 dengan 

standar deviasi sebesar 0,33671. Selama sampel tahun 2021-2022, rata-rata terjadi pergantian 

pimpinan 15,09%. Rata-Rata Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2021-2022 yang 

menyediakan sistem pengadaan yakni 93,40%. Sedangkan untuk sistem pengaduan 

(whistleblowing system) rata-rata Kementerian Negara/Lembaga yang menyediakannya dan dapat 
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di akses pada website yang ada yakni sebesar 90,57%. Opini Audit atas Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga tahun 2021-2022 rata-rata mendapat opini WTP dengan persentase 

sebesar 97,17%. Rata-Rata Menteri/Ketua Lembaga yang menjabat pada Kementerian 

Negara/Lembaga tahun 2021 & 2022 memiliki gelar doktor sebanyak 66,04%. Untuk nilai 

tertinggi APIP untuk Kementerian Negara/Lembaga adalah 3 dengan nilai terendahnya adalah 

1. Sedangkan, nilai minimum kecurangan laporan keuangan sebesar -9,21 dan nilai maksimum 

sebesar 0,99.   

Tabel selanjutnya menjelaskan mengenai hasil dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Tabel 4 menjelaskan bahwasannya data yang diolah 

telah berdistribusi dengan normal dengan nilai signifikansi sebesar 0,070 yang mana hasil ini 

lebih besar dari > 0,05 dan menandakan bahwasannya data berdistribusi secara normal. 

Selanjutnya, tabel 5 menyampaikan bahwa tidak terdapat Multikolinearitas karena setiap 

variabel telah memenuhi ketentuannya yakni nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,10 dan setiap 

variable tidak terjadi gejala dari multikolinieritas.  

Tabel 4 Uji Normalitas 

 

(Sumber : Olahan Data Sekunder di SPSS, 2024) 

Tabel 5 Uji Multikolinearitas 

 

(Sumber : Olahan Data Sekunder di SPSS, 2024) 

Kemudian, berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah 

memenuhi syarat sehingga dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Adapun Nilai dari Sig. yakni 

0,172 yang mana berdasarkan syarat (Sig. > 0,05) dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 
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Terakhir, disajikan pada tabel 7 bahwa nilai Sig. yang dihasilkan pada pengujian tersebut adalah 

lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,258 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang ada tidak 

menunjukkan gejala heteroskedastisitas. 

Tabel 6 Uji Autokorelasi 

 

(Sumber : Olahan Data Sekunder di SPSS, 2024) 

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas 

 

(Sumber : Olahan Data Sekunder di SPSS, 2024) 

Tabel 8 menyajikan hasil pengujian terhadap hipotesis menggunakan analisis regresi 

berganda tanpa variabel moderasi. Berdasarkan pengujian terhadap H1 disampaikan bahwa 

thitung 2,373 > dari nilai ttabel yang mana sebesar 1,983 (thitung > ttabel). Oleh sebab itu, dengan tingkat 

signifikansi yang ditentukan maka diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha dengan 

pengaruh positif signifikan. Pada dasarnya, pelaksanaan anggaran pada kementerian 

negara/lembaga dapat dikatakan telah efektif jika nilai penyerapan terhadap anggarannya 

semakin besar. Hal ini lah kemudian yang memungkinkan suatu instansi untuk dapat melakukan 

manipulasi atas laporan keuangannya khususnya pada anggaran atas pengeluaran atau 

belanjanya. Oleh sebab itu, tak jarang ditemukan bahwasannya pada instansi pemerintah 

termasuk kementerian negara/lembaga melakukan pengeluaran tidak efektif bahkan fiktif guna 

mencapai target yang ada sebagaiman hasil dari temuan dalam pada penelitian (Tarjo, 2022) yang 

menemukan bahwasannya pada setiap akhir tahun anggaran  banyak tindak kecurangan sebagai 

akibat dari sisa anggaran yang belum terserap. Hipotesis ini kemudian sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Mukaromah, 2021) dan (Suprapto F. M., 2023) yakni Pressure 

berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Statement. Akan tetapi, hipotesis ini tidak sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dina Indriana, 2022) yang menyebutkan 

bahwasannya pressure atau tekanan tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. 
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Pengujian terhadap H2  thitung 0,567 < dari nilai ttabel yang mana sebesar 1,983 (thitung < ttabel). 

Oleh sebab itu, dengan tingkat signifikansi yang ditentukan maka diputuskan untuk menerima 

Ho dan menolak Ha dengan pengaruh tidak signifikan. Hipotesis ini kemudian didukung oleh 

hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suprapto F. M., 2023) yang mana hasil penelitian atas 

hipotesis yang sama menghasilkan kesimpulan bahwa Capability tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kecurangan atas laporan keuangan. Adapun pergantian pemimpin dapat 

disimpulkan tidak sebagai bentuk menutupi tindak kecurangan atas laporan keuangan, tetapi 

dapat sebagai upaya peningkatan kinerja instansi tidak menjadi pembatas untuk kemudian 

seseorang melakukan kecurangan karena adanya kemampuan untuk menutupi tindakannya. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan (Aviantara, 2021) yang 

mana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwasannya Capability yang diukur dengan 

pergantian pemimpin mampu membuktikan bahwa pergantian pemimpin erat kaitannya 

dengan kepentingan politik dan pihak tertentu.  

Tabel 8 Uji Regresi Berganda 

 

Sumber : Output SPSS, 2024 

Pengujian terhadap H3 didapati bahwa nilai thitung -2,308 < dari nilai ttabel yang mana sebesar 

1,983 (thitung < ttabel). Oleh sebab itu, dengan tingkat signifikansi yang ditentukan maka diputuskan 

untuk menolak Ho dan menerima Ha dengan pengaruh positif signifikan. Tersedianya sistem 

pengadaan (e-procurement system) terbukti dapat mengurangi adanya kecurangan atas laporan 

keuangan pada kementerian negara/lembaga Adanya sistem pengadaan pada suatu instansi 

pada kementerian negara/lembaga diklaim mampu mengurangi adanya praktik persekongkolan 

(kerjasama) kolusi dalam menurunkan kualitas barang/jasa karena informasi terkait pengadaan 

tersaji bebas akses secara elektronik yang mana lebih transparan dan dapat dilacak keberadaan 

serta progresnya. Hipotesis ini kemudian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Aviantara, 2021) yang menyampaikan bahwa tersedianya sistem pengadaan (eprocurement) 

terhadap fraudulent financial statement dapat mencegah upaya kolusi melalui sistem pengadaan 

terhadap barang dan jasa yang mana akan sangat merugikan jika dilakukan dengan cara 

menaikkan harga barang/jasa atau bahkan menurunkan kualitas dari barang/jasa. Akan tetapi, 

hipotesis ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suprapto F. M., 2023) yang 

mana adanya sistem pengadaan (eprocurement) tidak dapat mengurangi niat seseorang untuk 

melakukan kecurangan.  

Selanjutnya, H4 menunjukkan hasil bahwa nilai thitung -0,562 < dari nilai ttabel yang mana 

sebesar 1,983 (t thitung < ttabel). Oleh sebab itu, dengan tingkat signifikansi yang ditentukan maka 
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diputuskan untuk menerima Ho dan menolak Ha dengan pengaruh tidak signifikan. 

Tersedianya whistleblowing system sebagai sarana pengaduan atas kecurangan ternyata tidak 

dapat mengurangi peluang atau dan menyurutkan niat seseorang untuk melakukan tindak 

kecurangan termasuk manipulasi atas laporan keuangan. Temuan ini kemudian sejalan juga 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suprapto F. M., 2023) yang mana mengatakan 

bahwa adanya whistleblowing system tidak dapat mencegah peluang seseorang untuk melakukan 

kecurangan terhadap laporan keuangan. Hal tersebut dapat dindikasikan juga dengan adanya 

peluang koneksi pelaku kecurangan yang lebih kuat untuk dapat melindungi pelaku 

kecurangan.  

Pengujian terhadap H5 didapati bahwa nilai thitung -1,321 < dari nilai ttabel yang mana sebesar 

1,983 (thitung < ttabel). Oleh sebab itu, dengan tingkat signifikansi yang ditentukan maka diputuskan 

untuk menerima Ho dan menolak Ha dengan pengaruh tidak signifikan. Berdasarkan fraud 

triangle theory (Cressey, 1953) adanya tekanan dan kesempatan untuk seseorang dapat melakukan 

kecurangan atas laporan keuangan tidak akan membuat pelaku melancarkan aksinya jika tidak 

ada rasionalisasi yang mencerminkan pembenaran atas perilaku kecurangan. Berdasarkan hal ini 

rationalisasi saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang melakukan tindak kecurangan. Oleh 

karenanya, dibutuhkan ketiga elemen fraud (FTT) untuk kemudian seseorang melakukan fraud. 

Temuan ini juga konsisten dengan hasil temuan yang dilakukan oleh (Sukmadilaga, 2022) dan 

(Suprapto F. M., 2023) yang mana mengatakan bahwasannya opini auditor tidak memiliki 

pengaruh terhadap kecurangan atas laporan keuangan.  

Pengujian H6 disampaikan bahwa nilai thitung -2,317 < dari nilai ttabel yang mana sebesar 

1,983 (thitung < ttabel). Oleh sebab itu, dengan tingkat signifikansi yang ditentukan maka diputuskan 

untuk menerima Ho dan menolak Ha dengan pengaruh tidak signifikan. Perilaku kecurangan 

adalah tindakan yang berkaitan dengan etis yang mana lebih besar dipengaruhi oleh Pendidikan 

informal seperti pengaruh lingkunga, tingkat religious seseorang, dsb yang mana sangat berbeda 

dengan hal yang diajarkan melalui Pendidikan formal sehingga siapa pun yang berpendidikan 

tinggi, tindakan kecurangan berada pada hal yang berbeda (Aviantara, 2021). Hasil temuan ini 

juga konsisten terhadap hasil temuan yang dilakukan oleh (Aviantara, 2021), (Sukmadilaga, 

2022), dan (Suprapto F. M., 2023) yang mana pemimpin dengan berlatar belakang pendidikan 

yang tinggi tidak dapat mempengaruhi arrogance  pemimpin untuk kemudian melakukan 

fraudulent financial statement. 
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Tabel 9 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 57,976 6 9,663 3,175 .007b 

Residual 301,271 99 3,043 
  

Total 359,247 105 
   

Sumber : Output SPSS, 2024 

Tabel 9 menyajikan hasil pengujian hipotesis secara simultan tanpa adanya variabel 

moderasi yang mana nilai Fhitung yang adalah diperoleh yakni sebesar 3,175. Demikian juga 

dengan nilai Fhitung > Ftabel (3,175 >  0,634) dan Sig. F sebesar 0,007 < 0,05 (α).  

Tabel 10 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

 

Sumber : Output SPSS, 2024 

Sedangkan, tabel 10 menyajikan hasil pengujian koefisien determinasi tanpa adanya 

variabel moderasi yang mana berdasarkan hasil dari pengujian koefisien determinasi tersebut, 

diketahui bahwasannya nilai dari R² adalah sebesar  0,161 atau 16,1 dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwasannya kemampuan Fraud Hexagon Theory  bersama-sama memberikan 

kontribusi sebesar 16,1% terhadap Fraudulent Finansial Statement. 

Pada tabel 11 disajikan hasil pengujian terhadap hipotesis menggunakan analisis regresi 

berganda dengan variabel moderasi. Berdasarkan uji regresi moderasi adapun H7 dengan nilai 

dari  thitung 0,068< ttabel  1,983. Oleh sebab itu, dengan tingkat signifikansi yang ditentukan maka 

diputuskan untuk menerima Ho dan menolak Ha dengan pengaruh tidak signifikan. Interaksi 

antara Target Keuangan sebagai indikator penilaian untuk pressure dengan Kapabilitas APIP 

sebagai indikator penilaian dari SPIP tidak dapat mempengaruhi hubungan antara target 

keuangan yang diperoleh instansi dengan kecenderungan pelaku dalam memanfaatkan peluang 

untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Temuan ini selaras dengan hasil temuan yang 

dilakukan oleh (Dina Indriana, 2022). Akan tetapi, berbanding terbalik dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh (Suprapto F. M., 2023) yang mana menyampaikan bahwasannya Sistem 
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Pengendalian Intern yang maksimal dapat mempengaruhi pelaku kecurangan dalam melakukan 

kecurangan atas laporan keuangan untuk memenuhi target keuangan.  

Pengujian untuk H8 diketahui nilai thitung -1,398 < ttabel  1,983. Oleh sebab itu, dengan tingkat 

signifikansi yang ditentukan maka diputuskan untuk menerima Ho dan menolak Ha dengan 

pengaruh tidak signifikan. Interaksi antara Pergantian Pemimpin sebagai indikator penilaian 

untuk capability dengan Kapabilitas APIP sebagai indikator penilaian dari SPIP tidak dapat 

mempengaruhi hubungan antara pergantian pemimpin yang diperoleh instansi dengan 

kecenderungan pelaku dalam memanfaatkan peluang untuk melakukan kecurangan laporan 

keuangan. Temuan ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Suprapto F. M., 2023) yang mana menyampaikan bahwasannya Sistem Pengendalian Intern 

yang maksimal tidak dapat mempengaruhi pelaku kecurangan dalam melakukan kecurangan 

atas laporan keuangan.  

Kemudian, H9 nilai thitung -1,185 < ttabel  1,983. Oleh sebab itu, dengan tingkat signifikansi 

yang ditentukan maka diputuskan untuk menerima Ho dan menolak Ha dengan pengaruh 

tidak signifikan. Interaksi antara ketersediaan sistem pengadaan (eprocurement) sebagai 

indikator penilaian untuk collusion dengan Kapabilitas APIP sebagai indikator penilaian dari 

SPIP tidak dapat mempengaruhi hubungan antara ketersediaan sistem pengadaaan yang 

dimiliki oleh instansi dengan kecenderungan pelaku kecurangan untuk melakukan kolusi guna 

melakukan kecurangan laporan keuangan. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Suprapto F. M., 2023) yang mana menyampaikan bahwasannya Sistem 

Pengendalian Intern yang maksimal tidak dapat mempengaruhi pelaku kecurangan dalam 

melakukan tindak kolusi untuk melakukan kecurangan atas laporan keuangan. 

Tabel 11 Uji Regresi Moderasi 

 

Sumber : Output SPSS, 2024 
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Pengujian terhadap H10 nilai thitung 1,241 < ttabel 1,983. Oleh sebab itu, dengan tingkat 

signifikansi yang ditentukan maka diputuskan untuk menerima Ho dan menolak Ha dengan 

pengaruh tidak signifikan. Interaksi antara ketersediaan whistleblowing system sebagai indikator 

penilaian untuk opportunity dengan Kapabilitas APIP sebagai indikator penilaian dari SPIP tidak 

dapat mempengaruhi hubungan antara ketersediaan WBS yang dimiliki oleh instansi dengan 

kecenderungan pelaku dalam memanfaatkan peluang dalam upaya melakukan fraudulent 

financial statement. Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Suprapto F. M., 2023) yang mana menyampaikan bahwasannya Sistem Pengendalian Intern 

yang maksimal tidak dapat mempengaruhi pelaku kecurangan dalam melihat peluang untuk 

melakukan fraudulent financial statement.  

Selanjutnya, untuk H11 bahwa nilai thitung 1,453 < ttabel 1,983. Oleh sebab itu, dengan tingkat 

signifikansi yang ditentukan maka diputuskan untuk menerima Ho dan menolak Ha dengan 

pengaruh tidak signifikan. Interaksi antara Opini Auditor sebagai indikator penilaian untuk 

rationalization dengan Kapabilitas APIP sebagai indikator penilaian dari SPIP tidak dapat 

mempengaruhi hubungan antara opini auditor yang diperoleh instansi dengan kecenderungan 

pelaku dalam memanfaatkan peluang untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Temuan 

ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suprapto F. M., 2023) yang 

mana menyampaikan bahwasannya Sistem Pengendalian Intern yang maksimal dapat 

mempengaruhi pelaku kecurangan dalam merasionalisasi keinginannya untuk melakukan 

fraudulent financial statement.  

Hipotesis terakhir yakni H12 memiliki nilai thitung -0,970 < ttabel 1,983. Oleh sebab itu, dengan 

tingkat signifikansi yang ditentukan maka diputuskan untuk menerima Ho dan menolak Ha 

dengan pengaruh tidak signifikan. Berdasarkan temuan yang ada, keberadaan SPIP dengan 

kapabilitas yang baik tidak dapat memoderasi sikap arogan dari pejabat kementerian 

negara/lembaga sehingga tidak memiliki peran dalam memperkuat/memperlemah sikap 

arrogance terhadap upaya dari pelaksanaan kecurangan atas laporan keuangan. Selain itu, dapat 

disimpulkan bahwasannya tidak terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan 

pemimpin dan Kapabilitas APIP dalam pengaruhnya terhadap terjadinya kecurangan atas 

laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lemabga Republik Indonesia. Umumnya 

pemimpin khususnya sebagai pemimpin instansi publik perlu untuk tetap menjaga citra positif 

guna mencerminkan tingkat kinerja dari instansi yang dipimpinnya.beranggapan bahwasannya 

haPemimpin pemerintahan yang berpendidikan beranggapan bahwa citra positif harus dijaga 

untuk meningkatkan kinerja instansi. Temuan ini kemudian sejalan dengan penemuan yang 

dilakukan oleh (Suprapto F. M., 2023). 
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Tabel 12 Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

 

Sumber : Output SPSS, 2024 

Tabel 12 menyajikan hasil pengujian hipotesis secara simultan dengan adanya variabel 

moderasi yang mana nilai Fhitung yang diperoleh adalah sebesar 2,306 dengan Sig. F sebesar 0,011 

< 0,05 (α).  

Tabel 13 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

 

Sumber : Output SPSS, 2024 

Sedangkan, tabel 13 menyajikan hasil pengujian koefisien determinasi dengan adanya 

variabel moderasi yang mana berdasarkan hasil dari pengujian koefisien determinasi tersebut, 

diketahui bahwasannya nilai dari R² adalah sebesar  0,246 atau 24,6%. Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwasannya kemampuan Fraud Hexagon Theory  yang di moderasi oleh Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 24,6% terhadap 

Fraudulent Financial Statement. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pembahasan atas penelitian yang telah 

diuraikan, dengan mempertimbangkan pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan 

penelitian pengaruh Fraud Hexagon Theory terhadap Fraudulent Financial Statement yang 

kemudian dimoderasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pressure yang diukur dengan Tekanan Keuangan dan Collusion yang diukur dengan 

ketersediaan Sistem Pengadaan (e-procurement) berpengaruh terhadap terjadinya 

Fraudulent Financial Statement. 

2. Capability yang diukur dengan Pergantian Pemimpin, Opportunity yang diukur dengan 

ketersediaan Whistleblowing System, Rationalization yang diukur dengan Opini Auditor dan 
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Arrogance yang diukur dengan Latar Belakang Pendidikan pemimpin tidak berpengaruh 

terhadap Fraudulent Financial Statement.  

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak dapat berperan sebagai pemoderasi atas 

pengaruh Pressure, Capability, Collusion, Opportunity, Rationalization, dan Arrogance 

terhadap terjadinya Fraudulent Financial Statement 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, adapun saran dari peneliti pada 

penelitian selanjutnya yakni pada penelitian serupa pada penelitian berikutnya diharapkan 

dapat menggunakan analisis yang lebih mendalam pada variabel yang berpengaruh atau 

menambahkan variabel lain yang sekiranya dinilai dapat memicu kecurangan atas laporan 

keuangan. Selain itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengurangi bias statistik 

yang terjadi akibat dari penggunaan metode kuantitatif dalam pengukuran fraud risk factor 

terdapat variabel yang tidak bisa dijelaskan dengan analisis kuantitatif seperti: Pergantian 

Pemimpin, Sistem Pengadaan, ketersediaan Whistleblowing System, Opini Auditor yang 

terbatas pada penggunaan variabel dummy sebagaimana yang dilakukan penelitian ini.  

Selanjutnya, untuk penggunaan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lebih baik 

untuk melakukan penelitian secara langsung seperti melakukan wawancara kepada instansi 

terkait untuk lebih mengetahui peran dari pengendalian internal pada kementerin 

negara/lembaga sehingga tidak terbatas dari penilaian menggunakan laporan kinerja yang 

dikeluarkan oleh BPKP. 
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